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Lampiran . -

Perihal . Pelaksanaan penelitian "

di Polres Malang. Kepada
Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
di
Malang

1. Rujukan Surat dari Dekan Fakuitas Hukum Universitas Brawijaya Malang Nomor :
5511/UN10.1/AK/2011, tanggal 05 Oktober 2011 perihal permohonan ijin pra survey.

2. Sehubungan dengan rujukan lersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa Sdr. DEWI
ANTIKA P. Nim 0810113263 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
telah melakukan Survey di Satuan Resknm Polres Malang dalam rangka menyusun
Skripsi dengan judul * DATA-DATA TENTANG KASUS CURANMOR RODA DUA
YANG TERJADI DI WILAYAH KABUIPATEN MALANG ",

3. Demikian untuk menjadi maklum.

PALA KEPOLISIAN RESORT MALANG

L@ Awaka
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
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Jalan A Yani 01, Kepanjen Malang 65163 Malang, 3c>Nopember 2011

Nomor : BI4A] XI2011/Polres

Klasifikasi : BIASA

Lampiran : -

Perihal . Pelaksanaan peneiitian

di Polres Malang. Kepada
Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWILIAYA
di
Malang

1. Rujukan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Nomor :
6404/UN.10.1/AK/2011, tanggal 21 Nopembber 2011 perihal permohonan ijin pra survey.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa Sdr. DEWI
ANTIKA PURNAMAWATI Nim 0810113263 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya Malang telah melakukan Survey di Satuan Reskrim Polres Malang dalam
rangka menyusun Skripsi dengan judul * PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP
PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR DI POLRES MALANG ".

3 Demikian untuk menjadi makium.
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Lampiran 6

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983
Tentang : Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum
Acara Pidana

Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor . 27 TAHUN 1983 (27/1983)
Tanggal 1 AGUSTUS 1983 (JAKARTA)
Sumber  : LN 1983/36; TLN NO. 3258

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa perlu diadakan peraturan pelaksanaan ketentuan Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2 Undang-undang Nomaor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3209);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

BAB IX
RUMAH PENYIMPANAMN BENDA SITAAN NEGARA

Pasal 26

Di tiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya dibentuk RUPBASAN aleh
Menteri.

Apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk RUPBASAN di luar
tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yvang merupakan
cabang RUPBASAN.

Kepala Cabang RUPBASAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
Pasal 27

Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk
keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang
wang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.

Dalam. hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan
benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN.

Benda sitaan disimpan di tempat RUPBASAMN untuk menjamin
keselamatan dan keamanannya.

Kepala RUPBASAN tidak boleh menerima benda yang harus disimpan
untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertai

surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang
bertanggungjawab secara juridis atas benda sitaan tersebut.

Pasal 28

Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat
yang bertanggungjawab secara juridis atas benda sitaan tersebut.

Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan
atas permintaan jaksa secara tertulis.

kepala RUPBASAN menyaksikan pemusnahan barang rampasan yang
dilakukan oleh jaksa.



Pasal 29

Kepala RUPBASAN setiap triwulan membuat laporan tentang benda sitaan
yang disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal
Pemasyarakatan dengan tembusan kepada pejabat yang bertanggung jawab
secara juridis atas benda sitaan tersebut sesuai dengan tingkat pemeriksaan
dan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang

bersangkutan.
Pasal 30
(1) RUPBASAN dikelola oleh Departemen Kehakiman.
(2) Tanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut, ada pada
pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
(3) Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada
Kepala RUPBASAN.
Pasal 31
(1) RUPBASAN dipimpin oleh Kepala RUPBASAN yang diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri.
(2) Dalam melakukan tugasnya Kepala RUPBASAN dibantu oleh Wakil
Kepala
Pasal 32
(1) Disamping tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) Kepala RUPBASAN
bertanggung jawab atas administrasi benda sitaan.
(2) Kepala RUPBASAN tiap tahun membuat laporan kepada Menteri
mengenai benda sitaan.
(3) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa:
Agung dan Ketua Mahkamah Agung.



Pasal 33

Struktur organisasi, tugas dan wewenang RUPBASAN diatur lebih lanjut oleh
Menteri.

Pasal 34

(1) Pejabat dan pegawai RUPBASAN dalam melakukan tugasnya memakai
pakaian dinas seragam.

(2) Bentuk dan warna pakaian dinas seragam sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) serta perlengkapannya diatur lebih lanjut cleh Menteri.

(3) Pejabat atau pegawai tertentu RUPBASAN dalam melakukan tugasnya
dapat dipersenjatai dengan senjata api laras panjang atau senjata api
genggam atas izin Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 1983
PRESIDEMN REPUBLIK INDOMESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Agustus 1983
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDOMESIA,

SUDHARMONO. 5.H.
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Lampiran 7

PERATURAN MENTERI KEHAKIM AN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: M.05.UM.01.06 TAHUN 1983
TENTANG
PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG
RAMPASAN NEGARA DI RUMAH
PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a@

bahwa perlu mengatur secara jelas pcngelolaan benda sitaan negara
yang meliputi tata cara penerimaan, penyimpanan, pengamanan,
pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dan barang rampasan
negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN);
bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Keha-
kiman tentang Penglolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Ne-
gara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN);

Mengingat:

1.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara’ Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Re-

- publik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Ne-

gara Republik Indonesia Nomor 3258);

. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974

tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974

tentang Susunan Organisasi Departemen, Lampiran 111, yang telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 27 tahun 1981 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG
RAMPASAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITA-
AN NEGARA



(1)

(2)
(3)
(4)

(3)

(6)

Di dalam KUPBADAN altémpatkan péenda yang narus aisumpal
untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan pada tingka
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
termasuk barang yang dmyatakan dirampas<berdasarkan putusa
pengadilan. : o

Penempatan bemda sitaan ne'gara dnmaksud ayat (1) harus diatu

-sedemikian ‘rupa sehingga dalam waktu cepat dapat dlketemukan
~serta-harus terjamin keamanannya.

Penyimpanan benda sitaan negara dllakukan berdasarkan sifat

jenis dan tingkat pemeriksaan.

Kepala RUPBASAN wajib memperhatikan penyimpanan benda s|
taan negara yang bersifat khusus, misalnya benda sitaan negar
yang berharga, cepat rusak/busuk atau berbahaya, dan lain-lai
yang dianggap perlu.

Dalam hal benda sitaan negara dimaksud ayat (2) tidak mungki
dapat disimpan di RUPBASAN, maka penyimpanannya dapat d
kuasakan kepada instansi atau badan/organisasi yang berwenan
atau kegiatannya bersesuman sebagai tempat penyimpanan bend
sitaan tersebut.

Dalam hal pemberian kuasa dunaksud ayat (5) tidak dapat dilaku
kan, maka dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 KUHAF

Lalam penerlmaan o€naa sitaan ncaara petugas KRurb '\D‘\.l\ wa
jib melakukan:

a.

‘penelitian terhadap surat penyitaan sebagai dasar penerimaan

penyimpanan benda sitaan negara:

b.

pencocokan jumlah dan jenis benda sitaan negara yang diteri
ma, sesuai dengan berita acara penyitaan:
pcenaksiran/pemeriksaan dan penelitian tentang keadaan dar

mutu benda sitaan negara dengan disaksikan oleh petugas yang
menyerahkan;

pencatatan benda sitaan negara yang diterima ke dalam bukt

register yang dimaksud Pasal 4 ayat (2), ditandatangani olet

petugas yang menerima dan petugas yang menyerahkan.

Penaksiran/pemeriksaan dan penelitian yang dimaksud ayat (I
dilabul-an dalam rmanvan khusnedan harns meniaea aear henda si



(3)

(1)

taan negara tersebut tetap utuh (tidak menimbulkan kerusakan)
dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-un-
dangan yang berlaku.

Setiap tindakan atau putusan yang akan diambil oleh kepala RUP-
BASAN terhadap para petugas RUPBASAN yang erlibat dimak-
sudkan ayat (2), harus terlebih dahulu mengadakan konsultasi de-
ngan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat,
kecualj apabila keadaan yang sangat mendesak perlu segera diam-
bil tindakan. L.

BAB IlI
PENGELUARAN DAN PEMUSHAHAN

Pasal 8

Pengeluaran benda sitaan negara untuk keperluan penyidikan dan
penuntutan, harus berdasarkan surat permintaan yang sah dari
instansi yang menyita benda sitaan negara tersebut.

Dalam pelaksanaan pengeluaran dimaksud ayat (1), petugas RUP-
BASAN harus:

-a. meneliti surat permintaan pengeluaran benda sitaan negara:

b. membuat berita acara serah terima dan menyampaikan tem-
busannya kepada instansi yang menyita;

¢ mencatat lama peminjaman benda sitaan negara, dalam register

0

()

(1)

&)

yang tersedia.

Pasal 9 -

Surat permintaan pengeluaran benda sitaan negara untuk keperlu-
an sidang pengadilan, harus sudzh diterima oleh kepala RUPBA-
SAN selambat-lambatnya | x 24 jam sebelum hari sidang.

Dalam pelaksanaan pengeluaran dimaksud ayat (1), petugas RUP-
BASAN melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (2).

Pasal 10

Pengeluaran benda sitaan negara untuk dikembalikan kepada
orang atau dari siapa benda_itu disita, atau kepada mereka yang
berhak (Pasal 46 ayat (1) KUHAP) harus berdasarkan surat perin-
tah/penctapan pengembalian dari instansi yang menyita atau ber-
dasarkan putusan pengadilan (Pasal 46 ayat (2) KUHAP).

Dalam pelaksanaan pengeluaran yang dimaksud ayat (1), petugas

RUPBASAN harus:



(1)

(2)

&)

(1)

(2)

(4)

a. meneliti surat perintah/penetapan dari instansi yang menyita
atau putusan pengadilan yang bersangkutan;

b. membuat berita acara serah terima yang tembusannya harus di-
sampaikan kepada instansi yang menyita;

¢ mencatat dan mencoret benda sitaan negara tersebut dari daf-
tar yang tersedia. *

Pasal 11

Pengeluaran benda sitaan negara karena dirampas untuk negara

atau untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sehingga tidak

dapat digunakan lagi, harus berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam hal benda sitaan negara dirampas untuk negara, petugas

RUPBASAN harus: - .

a. meneliti putusan pengadilan yang bersangkutan;

b. membuat berita acara serah terima apabila ditetapkan instansi
tertentu untuk menerimanya;

c. mencatat dalam register yang tersedia,

Dalam hal benda sitaan negara tersebut harus dimusmahkan atau

dirusakkan oleh Jaksa/Penuntut Umum sehingga tidak dapat digu-

nakan lagi, petugas RUPBASAN harus:

a. meneliti putusan pengadilan yang bersangkutan;

b. menyaksikan pemusnahan dan menandatangani berita acara
pemusnahan;

¢. mencatat dan mencoret dari daftar register yang tersedia.

. Pasal 12
Terhadap benda sitaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 ayat (1) KUHAP, dapat dijual lelang oleh instansi yang menyi-
ta. ; .
Hasil telang yang dimaksud dalam ayat (1), yang berupa uang dipa-
kai sebagai barang bukti, disimpan dalam RUPBASAN, dan didaf-
tar dalam register yang tersedia,
Terhadap benda sitaan negara yang berdasarkan putusan pengadil.
an yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan di-
rampas untuk negara, dapat dijual lelang dan hasil penjualan le-
lang dimasukkan ke Kas Negara untuk dan atas nama Jaksa, se
suai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (3) KUHAP.
Pelaksanaan lelang dimaksud ayat (1) dan ayat (3) harus berdasar
kan peraturan perundang-undangan yanb berlaku, dengan disak
sikan oleh petugas RUPBASAN.



Pasal 13

Pengeluaran atau penghapusan benda sitaan negara dari daftar register,
yang dikarenakan kerusakan, penyusutan dimaksud Pasal S ayat (2)
huruf ¢, kebakaran, pencurian dimaksud Pasal 6 ayat (2) atau karena
bencana alam, dilakukan oleh suatu Panitia Khusus untuk itu.

BAB IV
PENUTUP

" Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini diatur
dengan petunjuk pelaksanaan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 15
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta .
Pada tanggal 16 — 12 — 1983

MENTERI KEHAKIMAN R{,

ALI SAID, S.H.



Lampiran 9 Dokumentasi Penelitian

WaNancgr_-é déngan Béu Indra
(Kasat Reskrim)



Wawancara dengan Kasat Tahti
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Wawancara dengan Anggota Penyidik
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